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Sebagai organisas politik, tidak dapat dihindari akan adanya perselisihan internal dalam tubuh partai politik
dimana partai politik dalam penyelesaian sengketa internal anggotanya memiliki lembaga penyelesaian
internal yaitu Mahkamah Partai. Mahkamah Partai merupakan suatu organ di dalam partai politik yang harus
dibuat oleh tiap partai politik menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.
Meskipun definisi Mahkamah Partai tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Undang-Undang, namun
Undang-Undang tersebut memberikan wewenang kepada Mahkamah Partai untuk menyel esaikan
permasalahan dalam tubuh partai politik itu sendiri. Penyelesaiannyaterdapat dalam Pasal 32 ayat (1) yang
mengarah pada ketetapan yang diatur dalam AD/ART partai politik terkait. Tujuan dari dibentuknya
Mahkamah Partai itu sendiri agar penyelesaian sengketa perselisihan internal partai menjadi efektif bagi tiap
anggota partai yang sedang bersengketa. Tetapi, putusan yang di hasilkan oleh Mahkamah Partai belum
mampu secara efektif membantu partai politik untuk menyelesaikan perselisihan yang terjadi. Independensi
merupakan suatu permasalahan yang jadi sangat penting dalam menjamin efektivitas dari mahkamah partai.
Mahkamah Partai seharusnya menjamin independensinya dalam menyelesaikan perselisihan internal partai
politik dan tidak diintervensi oleh pihak lain, agar mahkamah partai menjadi lembaga yang efektif dalam
menyelesaikan perselisihan internal partai politik dan juga pihak yang bersengketa di mahkamah partai
politik juga dapat mencari keadilan didalam mahkamah partai politik. Peneliti berinisiatif menyusun
penelitian ini dengan maksud untuk menjawab pertanyaan hukum mengenai bagaimana kekuatan hukum
mengikat putusan mahkamah partai politik terhadap upaya hukum yang dilakukan apabilaterjadi sengketa
internal partai politik dan bagaimana independensi mahkamah partai politik terhadap penyelesaian sengketa
internal partai politik. Selanjutnya dalam dimensi normatif tersebut peneliti akan bentukan dalam konteks
hukum yang terjadi di lapangan terutama dalam praktek penyelesaian perselisihan internal partai politik di
Indonesia untuk dapat dinilai apakah proses hukum perselisihan internal tersebut telah sesuai dengan
prosedur yang diatur dalam undang-undang dan melihat independensitas mahkamah partai dalam
menyelesaikan perselisihan internal partai politik.

...... Asapolitical organization, internal disputes within apolitical party are inevitable. Political parties
establish internal dispute resolution bodies known as Party Courts to address conflicts among their members.
The Party Court is an organ within apolitical party mandated by the Law Number 2 of 2011 concerning
Political Parties. While the law does not explicitly define the Party Court, it grants authority to the Party
Court to resolve issues within the party, as specified in Article 32 paragraph (1), which refers to provisions
in the party's constitution and bylaws. The purpose of establishing the Party Court isto ensure effective
resolution of internal party disputes for the members involved. However, the decisions rendered by the Party
Court have not effectively aided political parties in resolving disputes. Independence isacrucial issuein
guaranteeing the effectiveness of the Party Court. The Party Court should ensure itsindependencein
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resolving internal political party disputes and should not be influenced by external parties. This
independenceis crucia for the Party Court to be an effective institution in resolving internal party conflicts,
allowing the disputing parties to seek justice within the Party Court. The researcher undertakes this study to
address legal questions concerning the legal binding force of Party Court decisions and the legal remedies
available in cases of internal political party disputes. The research also investigates the independence of the
Party Court in resolving internal political party disputes. In the normative dimension, the researcher will
analyze the legal context of dispute resolution practices within the field, particularly in the resolution of
internal political party disputesin Indonesia. The aim isto assess whether the legal process for interna
disputes aligns with the procedures outlined in the law and to evaluate the independence of the Party Court
in resolving internal political party conflicts.



